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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya,

kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun

2022.Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan

Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja

tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro selama tahun 2022.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun

2022, disusun dengan rnaksud sebagai referensi dan acuan dalam menterjemahkan Misi guna

menuju Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk :

"MEWUJUDKAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO NAIK KELAS DALAM MEMPERCEPAT

PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL"

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan dukungan dan partisipasinya atas tersusunnya Rencana Kerja Tahunan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2022.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Tahunan ini dapat bermanfaat dan

dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan

dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya

peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
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1.1

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan (Renja

Koperasi dan Usaha Mikro) tahun 2022 merupakan suatu dokumen

perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan koperasi dan usaha

mikro, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. lsi Renja adalah

menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra

yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan

penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data

dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk

menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan

review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra

Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD.

Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan

kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 merupakan

pelaksanaan tahun dua (akhir tahun) rencana strategis (Renstra) Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 202l-2026. Sedangkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2O2L-2O26

merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2021.

Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun 2021"-2026 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut

Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan

daerah, penjelasan mengenai tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD,
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karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah

(Renstra).

Analisis renstra (/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai

keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran

pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra

sKPD (abupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan

masing-masing SKPD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha

yang kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, dan perlu juga

dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya

produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya. Mengacu pada Tema dan

Prioritas RKPD 2022 Kota pasuruan yaitu , dengan 9 Prioritas yaitu;

1. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha

dan lnvestasi;

2. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata dengan Wisata Religi, Heritage,

dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal;

3. Membangun sentra UMKM dan lndustri Olahan untuk Membuka

Lapangan Keria;

4. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek

Perekonomian dan Layanan Dasar;

5. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan

Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan dariCovid 19

6. Menguatkan Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat

Beragama dan Etnis;

7. Menata Ruang Publik Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan

Difabel;

8. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih;

9. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal kedepan

Dinas Koperasi dan Usaha IMikro Kota Pasuruan mendukung prioritas
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pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke 3 yaitu Membangun

Sentra UMKM dan lndustri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja. Guna

mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Pasuruan telah menetapkan kebijakan yang akan ditempuh dalam

satu tahun mendatang, yaitu :

1. Peningkatan kualitas, kuantitas usaha koperasi.

2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan UMKM.

3. Digitalisasi dalam hal pengelolaan usaha dan pemasaran hasil usaha

Koperasi dan UMKM.

4. Penguatan kelembagaan Koperasidan UMKM.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan

Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan, karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran

dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di

atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja

Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPP, RKA

PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1,2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana diubah

dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015 LNRI Tahun 2004 Nomor 104;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2004

Nomor 126;

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 244;

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, LNR|Tahun 2003 Nomo( 4286;
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5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor g Tahun 2O0g tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2OO8 Nomor 21;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Raperda Tentang Rp]pD dan RpJMD, serta Tata Cara perubahan

RPJMD, dan RKPD, Berita Negara RlTahun 2017 nomor 1312;

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor l Tahun 2019 tentang perubahan

Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Kota pasuruan Tahun

2076 2021, Lembaran Daerah Kota pasuruan Tahun 2019 Nomor 1;

8. Peraturan Walikota Kota pasuruan Nomor 23 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah;

9- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas pokok

dan Fungsi Dinas Koperasidan Usaha Mikro

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan

Program/Kegiatan selama 1(satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen penggunaan Anggaran

(DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
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Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1, Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan

Program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

2. Untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan

dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta

sasaran - sasaran dan program yang ingin dicapai selama 1 tahun serta

untuk mengukur kinerja Dinas (operasi dan Usaha Mikro dalam

mendukung pembangunan Daerah.

5



1.4 SistematikaPenulisan
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BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renia Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Program/ kegiatan pada tahun anggaran 2021 yang

pelaksanaannya didukung oleh 7 prcEram, 14 kegiatan, dan 32 sub Kegiatan

dengan jumlah anggaran sebesar: Rp. 7.304.210.325,00 (Tujuh Milyar Tiga

Ratus Empat Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima rupiqh)

dengan serapan anggaran sebesar Rp 423.497.213,OO (Empot Rotus Dud Puluh

figo Juto Empat Rotus Sembilon Puluh Tujuh Ribu Duo Rotus Tigo Belos rupioh)

atau sebesar 5,80 persen sampai Tribulan l. Adapun indikator kinerja yang

djhasilkan dari urusan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang dilaksanakan

oleh Dinas Koperasi dan Ljsaha Mikro sebagai berikut:

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan dengan anggaran Rp.53.223.300,-

dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %

- Program Penilaian (esehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran

Rp.11.583.900,- dengan realisasi Rp.0,- dengan serapan anggaran 0 %

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran

Rp.692.961.240,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anEgarcn O o/o

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran

Rp.129.419.929,- dengan realisasi Rp.0,- dengan serapan ang9arcn O

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Ljsaha Mikro

(UMKM) dengan anggaran Rp.2543.360.954,- dengan realisasi Rp. 0 ,-

den8an serapan angEa"an o Yo

- Program Pengembangan UlvlKM dengan anggaran Rp. 354.045.891,-

dengan realisasi Rp.0,- dengan serapan 0 %

Demikian Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di tahun

2027 dapat di capai kurang

baik dengan capaian 5,80 % sampai pada Tribulan l, Mendukung Kebijakan
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Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih matang

berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan

dalam memaksimalkantarget program kegiatan pelaksanaan.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA )Dinas Koperasi dan UM Kota pasuruan

berdasarkan program dan kegiatan pada Tahun 2O2O secara umum dapat

disimpulkan bahwa kinerja kegiatan yang penilaiannya berorientasi pada input

output, Hasil evaluasi capaian RENJA SKPD sampai dengan tribulan l, dari 7

indikator program yang ada hanya terealisasi pada program pROGRAM

PENUNIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH pada kegiatan Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah, Gajidan tunjangan ASN (tabel2.l)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasidan Usaha Mikro

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa pengkajian

terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan

kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja

pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk

penyusunan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis

kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai digunakan beberapa

indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SpM) dan

lndikator Kinerja Kunci (lKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan-

Disajikan (tabel 2.2)
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Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro s/d Tahun 2021
Kota Pasuruan

UrB.nBdrng Uru3.n
P.m6.inbh O.er.h d.n

Progr.dK.girhn

lndik.tor Klnori. Progft m
(Oubomsl Kegi.tn

(Output)

r.ry.lKn.rF c.p.Ln Pqrn
(ReDet PD 20lBI21) Trhun 2021 R..lix.i

TrI!.t
rcn.ri. H..ll
PEgram dan

KalurIn
X.gl.t n./d
Tdun 2019

T.{d &n R..lhi Kn.4. Pqrm On
bshn T.hu rX

T.rg.t
Pleghmftn

&gLt n

(Lhun r02l)

h*imn tu.lb.l&p.i.n
T.Oot R.n.b. PD rrd

T.hqna}2l

T.rglI Satuan T.tlrt R..li!..i TitrgI.t
R..li..ai

R..lb.ri
crpairn

Prcgnm d.n
t.!i.Ln 3rd

T.hun m2t

Tirgl.t
C.p.i.n

2 3 4 5 6 7 8 ' O,6l 9 10 = (5+7+9)
BELANJA DAERAH

2
URUSA PEMERINIAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN OASAR

2 t7 URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KOPERASI,USAHA
KECIL, DAN MENENGAH

2 17 01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

Per*ntase
kebutuhan
penunjang

Pemerintahan yang

2 L7 01 2.O1 Perencanaan,Pengangg
aran,dan Evaluasi
Kinerja Perangkal
Daerah

Persentase dokumen
peren€naan dan
laporan evaluasi
kinerja yang tersusun
tepat waktu

90 % 0 0 90 0 0

2 t7 01 2.07 01
I 
Penyusunan Dokumm

I PerenGnaan Perangkat
I Daerah

Jumlah Dokumen
Peren€naan yang
disusun

dokumen 0 0 0 7 0 0

Dokumen
dan Renstra

1 dokumen 0 0 0 0 2 0 0

Stakeholder yang
masuk dalam
Dokumen

40 0 0 0 0 40 0

2 77 01 2.Or 06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kineoa dan
lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah Dokumen
Laporan Capaian
Kinerja yang tersusun

4 dokumen 0 0 0 0 4 0

2 17 01 2.O7 07 Evaluasi
Perangkat Daerah

Jumlah event
publikasi hasil
pembanounan

2 dokumen 0 0 0 0 2 0

2 17 01 2.O2 Keuangan
Daerah

Prosentase Laporan
keuangan yang
teEusun tepat waktu

90 vo 0 0 0

2 77 01 2.O2 01 Penyediaan GaJi dan
Tunjangan ASN yang terfasilitasi

dan tunjangannya

74 bulan 0 '14 4 0

71 01 2.02 07 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Iriwulanan/Sem
esteran SKPD

Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
yang tersusun

6 dokumen 0 0 0 0 0

2 17 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anooaran

Jumlah Laporan
Realisasi Anggaran
yanq disusun

2 laporan 0 0 0 12 0

2 77 01 2.O7 Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Prosentase laporan
barang milik daerah
yang tersusun tepat

% 0 0 0 90 0

2 L7 01 2.01 Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

Jumlah Dokumen
pelaporan barang
OPD yang tersusun

4 dokumen 0 0 0 0 4

2 11 01 2.Ol Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Prosentase SDM
aparatur yang
meningkat
komoetensinva

90 0 0 80 0 0

2 t7 01 2.07 Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian kepegawaian OPD

4 dokumen 0 0 4 0 0

Aparatur
mengikuti pembinaan
Rohani Aparatur

30 orang 0 0 0 0
71 01 2.Ot

90

0

2

0

0

0

0 0

0 0 0

2
0

0 0

90

0 0

0

0

0 0
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2 77 01 2.O3 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Prosentase
terpenuhinya layanan
adminiskasi

0 0 0

2 17 01 2.03 Penyediaan Komoonen
lnstalasi
ListriUPenerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Jenis
Komponen lnstalasi
listriUPenerangan
Bangunan Kantor
vanq tersedia

7 o o o 7 o

2 17 0t 2.03 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Jenis
kebutuhan Jasa
barang cetakan dan
penooandaan

6 .ienis 0 0 0 6

2 11 01 2.O3 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
yang teEedia

2 eks 0 0 0 3 0 0

77 01 2.O3 Fasilitasi Kunjungan
Tamu l\,4inuman yang

d sediakan

30 orang 0 0 0 u 0 0

2 11 01 2.03 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
Daerah

67 kali 0 0 0 0

2 77 01 2.01. Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah

Prosentase
terpenuhinya
pengadaan barang
milik daerah

90 0 0 o 0 85 0 0

2 17 01 2.07 Pengadaan Peralatan
dan lvlesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yanq te6edia

5 unit 0 0 0 0 44 0 0

2 77 01 2.01 Jasa
Urusan
Daerah

Prosentase
terpenuhinya jasa
penunJang layanan
oerkantoran

90 0 0 0 80 0

2 11 01 2.01 Penyediaan Jasa Surat
menyuaat

Jumlah l\raterai yang
tersedia

350 unit 0 0 0 0 400 0 0

2 1.7 2.01_ Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya
Air dan Listrk

Jumlah kebutuhan
jasa

komunikasi,sumber
daya air dan listrik
vano teroenuhi

12 bulan 0 0 0 0 0

2 77 01 2.O7 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum kantor

Jumlah alat tulis 35 jenis 0 0 0 0 0 0
Jumlah tenaga
pendukung
oerkantoran

13 bulan 0 0 0 o 13 0 0

2. 17 01 2.O7 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
lJrusan Pemerintahan
Drereh

Prosentase barang
milik daerah yang
teIpelihara

90 % 0 0 0 80 0 0

2 l1 01 2.07 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan

Jumlah BB[/ 7 unit 0 0 0 0 10 0 0
Jumlah ganti pelumas
kendaraan dinas

7 unit 0 0 0 10 0

Jumlah jasa servis
kendaraan dinas

7 unit 0 0 0 0 10 0 0

Jumlah STNK
Kendaraan Dinas
Jabatan dan
ODerasional

1 unit 0 0 0 0 10 0 0

€dang
kendaraan

7 unit 0 0 0 0 10 0 0

2 17 01 2.O7 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan
perlengkapan Kantor
yang terpelihara

30 unit 0 30 0

2 01 2.0L Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah kebutuhan 360 m2 0 0 0 0 30 0 0
Jumlah Luasan
gedung kantor yang
terpelihara

475 unit 0 0 0 360 0 0

2 17 01 2.01 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Luas
taman,halaman,temp
at parkir yang
terpelihara

7 jenis 0 0 0 20 0 0

2 17 o1 PROGRAM
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN
KOPERASI

pertumbuhan
koperasi yang
melaksanakan RAT

16.13 0 o 2.74 0 0

2 77 01 2.O1 Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi,
KopeESi Simpan
Panjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Jumlah koperasi yang
mendapatkan
pemeriksaan dan
pengawasan

71 koperasi 0 0 71 0

dokumen
Keragaan Koperasi
yang disusun

60 koperasi 0 0 0 0 0
Pengawasan Kekuatan
Kesehatan, Kemandirian,
Ketangguhan, serta

77 01 2.Ot

Koperasi

90 0 0 6U

o o

0 0 0

2 0

0 0

0 0

01
0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0


